
 
 

BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR  

NOMOR  17  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR  

NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN HIBAH  

DAN BANTUAN SOSIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa   pemberian  hibah   dan   bantuan   sosial   harus 

dilaksanakan secara efektif, efesien, transparan dan 

bertanggungjawab  dengan   memperhatikan  asas keadilan 

dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan    
daerah,     untuk     itu     perlu     dilakukan perubahan 

terhadap  Peraturan  Bupati Banjar Nomor 46 Tahun  2016  

tentang  Mekanisme  Pemberian  Hibah  dan Bantuan Sosial; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam  huruf  a, perlu  menetapkan Peraturan Bupati 

Banjar; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 
Tahun   1959   Nomor   72,   Tambahan   Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang  Nomor   28  Tahun   1999   tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  

Kolusi  dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik  Indonesia  

Tahun  1999  Nomor  75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Nomor 3851); 

3. Undang-Undang  Nomor   17  Tahun   2003   tentang 

Keuangan  Negara   (Lembaran  Negara   Republik Indonesia  
Tahun  2003 Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Inonesia  Nomor  4286); 

4. Undang-Undang  Nomor   1  Tahun   2004   tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara   Republik 
Indonesia  Tahun  2004 Nomor  5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Inonesia  Nomor  4355); 
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5. Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2004   tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi     
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Nomor  5430); 

7. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia  Nomor  5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor  10  Tahun  2011  tentang Tata 

Cara Pengadaan Pinjaman  Luar Negeri dan Penerimaan  

Hibah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia     Tahun      
2011     Nomor     23,     Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Nomor  5202); 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang 

Hibah  Daerah   (Lembaran  Negara   Republik   Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia  Nomor  5272); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  2014  tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan   
Lembaran   Negara    Republik     Indonesia Nomor  5533); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6233); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3); 

14. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13 Tahun  2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana   

telah    diubah    beberapa    kali   terakhir dengan  Peraturan   
Menteri    Dalam  Negeri  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  

Perubahan Kedua  atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan 

Keuangan Daerah  (Berita  Negara Republik  Indonesia  

Tahun 2011 Nomor  310); 
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15. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri Nomor  32 Tahun  2011 
tentang  Pedoman  Pemberian Hibah dan Bantuan  Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja    

Daerah   (Berita   Negara   Republik    Indonesia Tahun   2011   
Nomor   450)   sebagaimana  telah   diubah beberapa    kali   

terakhir   dengan      Peraturan  Menteri Dalam     Negeri     

Nomor     123   Tahun     2018    tentang Perubahan Keempat 
Atas Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor   32  Tahun   

2011  tentang   Pedoman   Pemberian Hibah    dan   Bantuan    

Sosial    yang   Bersumber   dari Anggaran    Pendapatan   

dan   Belanja    Daerah    (Berita Negara Republik  Indonesia  

Tahun 2019 Nomor  15); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri Nomor  19 Tahun  2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan   Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar   Tahun 2016 Nomor 

13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 

12); 

20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial  (Berita 
Daerah Kabupaten Banjar Tahun  2016 Nomor 46)     

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2018 tentang 
Perubahan  Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 

Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 
Nomor 44); 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG  

MEKANISME  PEMBERIAN  HIBAH  DAN BANTUAN SOSIAL. 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2018 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 25 

 
(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas 

penggunaan dana hibah yang diterimanya.  

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi : 

a. laporan penggunaan dana hibah;  

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana 

hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal 
hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; 

dan  

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 

perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang termasuk 
kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima 

barang (Berita Acara Serah Terima Barang) bagi penerima hibah 

berupa barang. 

(3) Format laporan penggunaan dana hibah baik berupa uang ataupun 

barang/jasa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C  

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 

huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dan perangkat 

daerah teknis 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran 

berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-

undangan.  

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek 

pemeriksaan. 

(6) Perangkat daerah teknis melakukan penagihan laporan penggunaan 
belanja hibah kepada penerima hibah paling lambat tanggal 10 

(sepuluh) pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Belanja hibah dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar 
rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik atau Inspektorat sebagai 

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah pelaksanaan kegiatan selesai, termasuk untuk   
Instansi/Perangkat Organisasi  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah 

Lain, BUMN, BUMD diaudit  oleh Inspektorat  sebagai  Aparat  

Pengawas Internal Pemerintah (APIP). 

(8) Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik atau Inspektorat sebagai 
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) meliputi : 

a. kesesuaian penggunaan belanja hibah dengan NPHD; dan 
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b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(9) Dalam hal belanja hibah diaudit oleh Akuntan Publik, biaya audit    

dibebankan pada penerima belanja hibah yang bersangkutan. 

(10) Laporan hasil audit oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan 

perangkat daerah teknis terkait. 

(11) Laporan hasil audit oleh Akuntan Publik disampaikan kepada Bupati 

melalui Inspektorat dengan tembusan perangkat daerah teknis terkait. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

 

 
Ditetapkan di Martapura 

        pada tanggal 10 April 2019 

 

          BUPATI BANJAR, 
 

 

TTD 
 

        KHALILURRAHMAN 

 
 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 10 April 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 

 
                          TTD 

 

 
     NASRUN SYAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 18                  
          

 

 
 

 

 


